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ABSTRAK: - pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya 
negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi 
tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, 
nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan 
secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan 
dalam satuan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan 
pendidikan sesuai dengan kewenangannya; 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah,  Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

 



-  Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan penyelenggaraan 

pendidikanyang meliputi pendirian satuan pendidikan penambahan atau 
perubahan dan penggabungan serta penghapusan atau penutupan satuan 

pendidikan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 
peraturannya. Hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, 

satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah dalam pendidikan. Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Satuan 
Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang 
sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga 
kependidikan yang memerlukan layanan khusus. Bahasa Indonesia wajib 

menjadi  bahasa pengantar dalam Paud dan pendidikan dasar. Tugas dan 
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas, fungsi dan susunan 
keanggotaan serta tata cara pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah. 

Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin 
operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap 
Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan dalam rangka 
pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Adanya sanksi penutupan terhadap satuan pendidikan dan/atau program 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin. 

 
CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei  2018. 

- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 
sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah 
ini diundangkan. 

- Penjelasan: 9 hlm. 
 


